
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.908, 2019 KEMENKES. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Fungsional Kesehatan. 
Penyesuaian/Inpassing. 

.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2019  

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan 

peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi 

kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, perlu 

mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat 

melalui penyesuaian/inpassing pada 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 

b.  bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 

2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Fungsional Kesehatan melalui 

Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui 

Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan 
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Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

4.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

5.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan 

Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971); 

6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/ 

INPASSING.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan 

pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna 

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan 

peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 

pemerintah. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil 

Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara 

di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil 
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Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang 

selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

12. Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan 

yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Inpassing 

adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja calon Pejabat Fungsional 

kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka 

memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam Jabatan 

Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing. 

13. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang 

selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang 

membina Jabatan Fungsional kesehatan, sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

14. Tim Penguji Kompetensi Inpassing yang selanjutnya 

disebut Tim Penguji adalah tim yang melakukan uji 

kompetensi dalam rangka Penyesuaian/Inpassing 

terhadap calon Pejabat Fungsional kesehatan. 

15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap penyelenggaraan 

Uji Kompetensi Inpassing yang diberikan oleh 

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina kepada 

Instansi Pemerintah setelah dilakukan penilaian terhadap 

pemenuhan persyaratan dan kriteria untuk 

menyelenggarakan Uji Kompetensi Inpassing. 
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16. Penilaian Portofolio adalah suatu metode penilaian yang 

berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi 

atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan 

seseorang. 

17. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi 

yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS 

pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi 

Pembina Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman 

bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan 

Penyesuaian/Inpassing PNS ke dalam Jabatan Fungsional 

kesehatan. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING 

 

Pasal 3 

(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional 

kesehatan pada Instansi Pemerintah, ditujukan bagi: 

a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas 

di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki 

berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; 

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai 

dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah 

mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi;  

c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan 

Pengawas yang memiliki kesesuaian atau 

keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan 

Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan 

d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, 

karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak 

dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan 

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 
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